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1.1 LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam
rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat
ditandai dengan meningkatnya Kkualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui
pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan
permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor yang hasilnya langsung menyentuh
salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak lepas dari aspek
yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam
mengelola persoalan yang ada. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka prosesnya
dilaksanakan secara bertahap melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,
pemeliharaan dan pengembangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan daya guna
dan hasil guna sumber daya alam (SDA) bagi pembangunan perumahan, memberdayakan para
pemangku kepentingan, menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta
menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman
dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di
daerah, maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait
pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan
bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun agar pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih terarah. Pemerintah daerah provinsi
mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
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pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan
perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah. Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan
bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Aceh melakukan
penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki
Pemerintah Provinsi Aceh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Aceh, memberikan bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimaksudkan untuk membantu
Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan
kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah Provinsi Aceh
dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah memberikan
pendampingan kepada pemangku kepentingan pada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat
menghasilkan Dokumen RP3KP yang sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal
Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini
adalah:
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. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh

dalam penyusunan dokumen RP3KP;

Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional
pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku
kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;

Tersedianya basis data perumahan;

Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya
perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;

. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;

Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan

Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program
pembangunan perumahan.

1.3 REFERENSI HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh adalah:

Draft Akhir

e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

e Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

¢ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang
Berdiri Sendiri;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian
Berimbang;
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Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2012 — 2032,

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2017 - 2022

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh Tahun 2012 — 2033; dan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2023, tentang Rencana
Pembangunan Aceh 2023 — 2026.

1.4 RUANG LINGKUP
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Provinsi Aceh dengan

kawasan yang menjadi sasaran dalam penyusunan dokumen RP3KP ini adalah di 23

Kabupaten/Kota yang tersebar wilayah Pemerintah Aceh yaitu:

1.

2
3
4
5

Draft Akhir

Kota Sabang;

. Kota Banda Aceh,

. Kota Lhokseumawe;

. Kota Langsa;

. Kabupaten Aceh Besar;
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.4.2

Kabupaten Pidie;
Kabupaten Pidie Jaya;
Kabupaten Bireuen;
Kabupaten Aceh Utara;
Kabupaten Aceh Timur;
Kabupaten Aceh Tamiang;
Kabupaten Aceh Tengah;
Kabupaten Bener Meriah;
Kabupaten Gayo Lues;
Kabupaten Aceh Tenggara;
Kabupaten Aceh Singkil;
Kabupaten Simeulue;
Kota Subulussalam;
Kabupaten Aceh Jaya;
Kabupaten Aceh Barat;
Kabupaten Nagan Raya;

Kabupaten Aceh Barat Daya; dan

Kabupaten Aceh Selatan.

Ruang Lingkup Substansi

Terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan dalam penyusunan dokumen
RP3KP, meliputi:

a. Menyusun tujuan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Aceh yang diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun perencanaan (20

Tahun).

b. Melakukan analisa Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh terkait

persoalan dan tujuan pembangunan.

c. Mengidentifikasi pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan

permukiman, serta dukungan potensi wilayah;

d. Mengidentifikasi kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana dan sarana, dan

jaringan utilitas regional atau rencana induk infrastruktur;

Draft Akhir
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e. ldentifikasi kesesuaian terhadap rencana pengembangan wilayah secara
keseluruhan;

f.  Menyusun kebijakan dan strategi penanganan pembangunan dan pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh;

g. Perumusan arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman yang meliputi arahan pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah yang bersifat
strategis dan wilayah kabupaten/kota, dan arahan pembangunan dan
pengembangan terkait keselarasan pembangunan kawasan permukiman terhadap
rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas, serta jaringan
infrastruktur lain yang berskala regional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Draft Akhir

Adapun sistematikan pembahasan dalam laporan pendahuluan ini, meliputi:
Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang perlunya dilaksanakan penyusunan dokumen
Rencana Pengembangan Pemabangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Aceh, Ruang lingkup, dasar hukum pelaksanaan dan sistematika pembahasan.
Tinjauan Kebijakan

Bab ini akan membahas kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap
pengembangan wilayah Provinsi Aceh yang tertuang dalam rencana tata ruang nasional,
provinsi dan kabupaten/kota dan kajian-kajian terdahulu.

Gambaran Umum

Pada bab ini akan dibahas tentang karakteristik atau gambaran umum Provinsi Aceh
seperti Kkarakteristik fisik wilayah, karakteristik sosial dan kependudukan serta
karakteristik perekonomian.

Analisis

Bab ini memaparkan tentang analisis perumahan dan permukiman di Provinsi Aceh
ditinjau dari beberapa aspek kebijakan, karakteristik dan arah pengembangan
berdasarkan data dan fakta yang telah disusun.

Rumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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Bab ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi, arahan
operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi, arahan lokasi
dan sasaran, arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang, arahan
investasi PSU berskala regional, arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sistem informasi, indikasi program, daftar
daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman, arahan mitigasi bencana, pengawasan dan penertiban
penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota dan
mekanisme pemberian insentif dan disinsentif.
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2.1, RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 ini merupakan narasi
rancanagan akhir per tanggal 19 mei 2023. Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi
yang besar, pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan
berkelanjutan. Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan
sebelumnya, namun untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 banyak hal yang harus
diperbaiki, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi,
produktivitas sektor, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur dan pariwisata, serta
ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Berlandaskan visi abadi yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dengan memperhatikan perubahan dunia yang begitu pesat, modal dasar serta capaian
pembangunan sebelumnya, Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah
pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat
dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh
Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan
pembangunan wilayah, unsur sarana prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik
berupa konektivitas, ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun
sarana dan prasarana dasar. Selanjutnya, seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah,
pembangunan wilayah perlu memperhatikan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah
serta harus mempertimbangkan karakteristik wilayah sehingga tidak satu ukuran cocok untuk
semua (one size fits all) dan memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

A. Kerangka Pikir Pembangunan

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang
tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (tujuan) dan Indikator
Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh
lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan

Draft Akbhir
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Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan
Pancasila.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang
tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (agenda), Arah (tujuan) dan Indikator
Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapa misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima
indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan
Pancasila.

Penyusunan RPJPN 2005-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi
Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap tahap pembangunan.
Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar,
megatren global, dan pencapaian pembangunan sebelumnya. Pencapaian Visi Indonesia Emas
2045 ini diukur dengan lima sasaran visi Indonesia 2025-2045.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan
pembangunannya. Langkah reformasi saja tidak cukup, tetapi harus dengan transformasi
menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Visi Indonesia Emas ini dijabarkan ke dalam 8
(delapan) misi/agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.
Selanjutnya, 17 arah (tujuan) pembangunan ini diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan
pembangunan. Dengan demikian, angka: 5/8/17/45 mencerminkan pancasila dan tanggal
proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).

STRATEGI 8/17/45 (17 Agustus 1945) BERLANDASKAN PANCASILA

VISI ABADI INDONESIA
Merdeka, Bersatu, berdaulat

adil, dan makmur

Faktor Internal Faktor Eksternal
I. Modal Dasar +  Megatren 2045
* Kependudukan » Geopolitik dan
R s ! Geoekonomi
il s Hl VIS INDONESIA EMAS 2025-2045 B
» Kekuatan Negara Kepulauan E 3 .
Il. Capaian Pembangunan B 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045 -
T
8 MIS| PEMBANGUNAN
_ OIS i <. p st AbsctBemegar: i
MAKNA: *» 1. Melindungi segenap bangsa
: v Indonesia dan seluruh tumpah
5 Pancasila darah Indonesia
100 tahun Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum,
Merdeka 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

- 4. Ikut melaksanakan ketertiban
17-8-2045 dunia yang berdasarkan
45 INDIKATOR UTAMA kemerdekaan, perdamalan abadi
PEMBANGUNAN dan keadilan sosial

Gambar 2.1 Kerangka Pikir RPJPN
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B. Visi dan Misi

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi,
keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang
dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern,
tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi
yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300,
kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen);

2. Kemiskinan menuju nol persen (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan
ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI
menjadi 26 persen);

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power
Index masuk 15 besar dunia);

4.  Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan

5. Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (net zero emission) dengan
tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi/agenda
pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi
Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola;

2. Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan

3. Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana
dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan
Kesinambungan Pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju
Indonesia Emas 2045 (17 IE). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Draft Akbhir
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Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

TRANSFORMASI INDONESIA
Misi 1, Transformasi Sosial Misi 2, Transformasi Ekonomi Misi 3. Transformasi Tata Kelola
Bl Kesehatan untuk Semua IEN 'ptek, Inovasi, dan Produkivitas Ekonomi m Regulasi yang Adaptif dan
Taat Asas sorta Tata Kelola yang
m Pendidikan Berkualitas yang Merata m Penerapan Ekonomi Hijau Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif
Perlindungan Sosial yang Adaptif m Transformasi Digital

IEH Integrasi Ekonoml Domestik dan Global

m Parkotaan sebagal Pusat Pertumbuhan Ekonom|

LANDASAN TRANSFORMASI
Misi 4. Supremas| Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi Misi §. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar IEH Agama Bermasiahat dan Berkebudayaan Maju

m Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan m Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender

Demokrasi Substansial
IEZ stabiitas Exonoml Makro B8 Lingkungan Hidup Berkualitas
m Ketangguhan Diplomasi m Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

B Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTAS| TRANSFORMASI

.‘ |
-

L

Misi 6. M g yang Merata dan Berkualitas
Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan K

Gambar 2.2 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana (Sumatera, Jawa,
Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana menuju Negara

Nusantara, adapun arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana (Sumatera,

Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebagai berikut:

1.

4.

Draft A khir

Pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

o Memastikan pelaksanaan transformasi sosial.

e Mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi.

e Pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa berbasis keunggulan

wilayah.

Pembangunan kewilayahan berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup.

e Menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut.

o Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range)
dan konektivitasnya.

e Meningkatkan implementasi climate smart agriculture yang tahan terhadap
perubahan iklim.

Pembangunan sarana prasarana kewilayahan.
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e Pemanfaatan infrastruktur terbangun untuk pengembangan kawasan di sekitarnya.

o Konektivitas maritim melalui jaringan pelabuhan dan bandara didukung konektivitas
darat.

e Pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi.

e |mplementasi transformasi digital.

¢ Peningkatan ketahanan air nasional.

o Perumahan dan infrastruktur dasar.

Pengelolaan urbanisasi dan pembangunan perkotaan.

e Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar kawasan
perkotaan, konektivitas antara kota desa serta penyediaan sarana prasarana sosial
ekonomi.

e Implementasi regulasi perkotaan dan pembentukan kelembagaan perkotaan yang
memungkinkan penanganan perkotaan secara terpadu dan terintegrasi.

Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi (3TP: Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan

Perbatasan)

Pemantapan otonomi daerah dan desentralisasi

o Tata kelola pemerintah daerah, termasuk restrukturisasi kewenangan pemerintah
pusat dan daerah.

o Kapasitas fiskal daerah.

Penuntasan reforma agraria dan penyelesaian RDTR untuk seluruh provinsi dan

kabupaten/kota.

Arah Kebijakan Pulau-Pulau Besar (Wilayah Sumatera)
Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Wilayah

Sumatera;

1.

Draft Abkbhir

Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah Lingkungan berbasis komoditas
unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya) dengan
memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera, pasokan
listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan
pembangunan sarana prasarana lainnya.

Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai engine of
growth seperti Sei Mangkei, Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Tanggamus, dan
kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip Eco-Industrial Park.
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10.

11.

12.

13.

2.2.

Optimalisasi pengembangan kawasan strategis KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-
Bintan-Karimun.

Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai
tinggi.

Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI | di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan
Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan
global.

Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain
pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera (Belawan dan Kuala Tanjung) dan
simpul domestik (Dumai dan Panjang).

Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api
antar kota secara bertahap.

Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan
pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (smart grid) termasuk interkoneksi
jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (island grid).

Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasama
regional seperti IMT-GT maupun Kerjasama internasional lainnya.

Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis
karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem
angkutan umum masal perkotaan yang dimulai dari Medan, Palembang, Padang,
Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, Jambi, dan Hulu-hulu.

Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti,
Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau
Enggano.

Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress)
diantaranya WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan.

Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan
iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020

Draft Abkbhir
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sampai dengan tahun 2024 sekaligus penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil
Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,
Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga,
arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerj a yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan
tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu,
pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara
berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur,
kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024
telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan.

A. Visi dan Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN
2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan)
Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Draft Akbhir
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Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata
dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian
Bangsa

Arahan Presiden

(1

3}

Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga

Pengelolaan Pemerintahan
yang Bersih, Efektif, dan
Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah
dalam Kerangka Negara
Kesatuan

Gambar 2.3 Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua)

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi

Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup

Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,

Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM vyaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,

ﬂmﬁ‘ Akbhir

industri dan talenta global.

nilai tambah perekonomian rakyat.

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama

. Pembangunan Infrastruktur yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses
ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan

. Penyederhanaan Regulasi yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan
pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang. Lahirnya Undang-
undang Cipta Lapangan Kerja memberikan kontribusi terhadap kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan terhada koperasi usaha kecil mikro dan menengabh;
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4. Penyederhanaan Birokrasi yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan
kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan
gselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambabh tinggi

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

@ INFRASTRUKTUR EKONOMI

Draft Akhir
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Gambar 2.4 Arahan Pembangunan Infrastruktur
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2.3. RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan
Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
Didalam tujuan dan sasaran pembangunan RPA 2023-2026 penting untuk disinergikan dengan
Program Prioritas Nasional (PN). Ada 6 (enam) Prioritas Nasional yang diantaranya berkaitan
dengan Infrastuktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan. Adapun Prioritas Nasional ini
memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah
yang dapat diihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target Pembangunan Makro Nasional

No Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional Keterangan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

v PN-4 _
Pelayanan Dasar
1 Infrastruktur pelayanan dasar PN-4, PP1
2  Infrastruktur ekonomi PN-4, PP2
3 Infrastruktur perkotaan PN-4, PP3
4 Energi dan ketenagalistrikan PN-4, PP4
5  Transformasi digital PN-4, PP5
v Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan PN-5
Perubahan Iklim
1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup PN-5, PP1
2  Peningkatan ketahanan bencana dan iklim PN-5, PP2
3 Pembangunan rendah karbon PN-5, PP3

Sumber: RPA Tahun 2023-2026
Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen

perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program proritas, keuangan
Aceh dan program SKPA.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana
pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan salah satu tujuannya yaitu “Menjadi instrumen
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026 serta Mewujudkan
perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-
2026”.
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B. Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan yang dapat meningkatan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih
memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara
sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan
eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Terdapat 7 poin
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026, yang salah
satunya Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh
Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
6 Meningkatkan 6.1 Meningkatkan Peningkatan dan e« Pembangunan,
Percepatan Konektivitas pemeliharaan  kondisi  peningkatan, dan
Pemerataan dan mantap jalan provinsi pemeliharaan infrastruktur
Pembangunan Aksesibilitas jalan.
yang Daerah e Peningkatan dan
Berkelanjutan pemeliharaan infrastruktur
dan  Tangguh kebinamargaan
Bencana
Peningkatan dan e Pembangunan dan
pemeliharaan  sarana  pemeliaharaan
dan prasarana angkutan  Transportasi darat,
jalan, pelayaran dan  Angkutan penyeberangan
penerbangan dan Angkutan Massal
Perkotaan.
e Pemenuhan standar

pelayanan  penumpang
terminal angkutan jalan

dan penumpang
pelabuhan
penyeberangan.

e Pembangunan dan

Peningkatan sarana dan
prasarana  keselamatan

transportasi.

6.2 Meningkatnya  Menjamin kesesuaian Pengendalian  kesesuaia
Kesesuaian pemanfaatan pola Pelaksanaan struktur ruang
rencana ruang dan struktur dan pola ruang dengan

ruang RTRWA
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
pembangunan
dengan RTRW

6.3 Meningkatkan  Peningkatan Peningkatan infrastruktur
infrastruktur infrastruktur untuk  irigasi untuk menjamin
SDA dalam mengatasi ketersediaan air pada
kondisi baik permasalahan Sumber  areal budidaya pertanian.

Daya Air serta e Peningkatan kondisi

pemenuhan kebutuhan  infrastruktur SDA

air masyarakat. mndukung  konservasi,
pendayagunaan SDA, dan
pengendalian daya rusak
sumber air.
Pengendalian banjir pada
daerah rawan bencana
banijir.
Penataan  kelembagaan
dan pemberdayaan
masyarakat.

6.4 Meningkatkan ~ Pembangunan/peningk Pembangunan dan
kualitas atan  sarana  dan  penyediaan rumah layak
kawasan prasarana air minum, huni dan korban bencana,
permukiman, limbah, persampahan, peningkatan infrastruktur
gedung dan drainase, gedung, dasar dan  kualitas
kawasan rumah layak  kawasan  permukiman,
strategis serta huni/rumah tidak layak  bangunan gedung dan
infrastruktur huni, masjid, kawasan kawasan strategis.
pelayanan strategis serta e« Pembangunan dan
dasar prasarana sarana  Peningkatan akses

utilitas umum kawasan  sanitasi layak,

permukiman pengelolaan
persampahan,  Sistem
Drainase.
Peningkatan dan
pembangunan pelayanan
dan pemenuhan standar
kualitas air minum.

6.5 Meningkatkan Meningkatkan Pembangunan dan
Kualitas pengelolaan peningkatan layanan serta
Lingkungan persampahan pemenuhan standar
Hidup pengelolaan persampahan.

Sumber: RPA Tahun 2023-2026
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C. Kebijakan Pembangunan Aceh

Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai
pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pen